KEPALA DESA DANGIANG

KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOE UTARA

PERATURAN DESA DANGIANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DANGIANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesual
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten.

. bahwa berdasarkan pertimbangen sebagaimana dimaksud dalam

huraf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dangiang tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Kabupaten Lombok Utara DI provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4572);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

Undang- Undang Nomor 33 Tahum 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir depgan Undang-
Undang Nomoer 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daersh {Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor &8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PFeraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan / atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian




10.

11.

istem Keuangan menjadi Undang-
lik Indonesia Tahun 2020 Nomopr

Republik Inconesia Nemor 6516;

Masional dan / atau stabllitas s
Undang | Lembaran Negara Repub
134, Tambahan Lembaran Negarn

r 43 Tahun 2014 tcntang Peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah beberapa
kali diubah, teralkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7019 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

Peraturan Pemerintall Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomo

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintak Momor 72
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402];

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor o |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Telmis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Pemerintah Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
bik Imdonesia Tahun

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repu
2014 Nomor 2094);
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20 Tahun 2018 tentang

ateri Dalam Negeri Nomor
e . Republik Indonesia Tahun

Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara

2018 Nomor 611);

Daerah Tertinggal dan
Tahun 2020 tentang

(Berita Negara Republik

Peraturann Menteri Desa, Pembangunan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa {Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Terl:ingg‘::ll,qan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tex}tang Rmcm[n
Prioriras Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indobnesia

Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Oprasional Atas Folkus Penggunaan Dana Desa Tahun 2014 |
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Mentri Keuanganh Republik Indonesia Nomor 145 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik
Imdonesia Takun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Mentri Keuangah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Damn
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik
Indonesaia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
5016 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 62) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Uatara Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang
Besaran Petighasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan yang Lain yang
Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 29);

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang DafTar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
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30.

31.

32.

33,

34.

. Keputusan Bupati Lombok Utara MNomor :

. Keputusan Bupati Lombok

Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019

Berskala Desa (Berita
MNomor 31);

Peraturan Bupati Lombok Utara Nemor 44 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombolk Utara Tahun 2022

Nomor 44 1;

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara Tahun 20244 Nomor 26} ;

tara Nomor @ 293!50!DP2HBPMD;'2023

Keputusan Bupati Lombok U
a Desa Kabupaten

Tentang Penetapan Besaran Proporsi Alokasi Dan
Lombok Utara Tahun 2024;
273/48/Bapenda/2023

tentang Besaran Sementara Proporsi Bagian Dari Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggarar 2024;

Keputusan Bupati Lombok Utara Nomwor : 214 /33/Bapenda/2024
tentang Penetapan Perubahan Proporsi Bagian Darl Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lombek Utara Tahun Anggaran 2024;
Utara Nomor : 205/284/Bapenda/2024
Definitif Bagian Dari Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara Triwulan I Tahun 2024;
Peraturan Desa Dangiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran
Desa Dangiang Tahun 2020 Nomor 3)%

9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Lokal
arani Desa Dangiang

tentang Besaran Proporsi

Peraturan Desa Dangiangno
Berskala Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Lemb
Tahun 2020 Nomor 9] ;

g Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan

Peraturan Desa Dangian
a Dangiang ( Lembaran Desa

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Des
Dangjang Tahun 2023 Nbomor 3);
Dangiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan

Peraturan Desa
Tahun 2024 Nomorl);

Aset Desa ( Lembaran Desa Dangiangf
Peraturan Desa Dangiang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Dangiang tahun anggran 2025 |
Lembaran Desa dangiang Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Kepala Desa Dangiang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dangiang Tahun
Anggaran 2025 ( Berita Desa Dangiang Tahun 2025 Nomor 3);




Menetapkan

. PERATURAN DES
DESA TAHUN 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
i A AN DESA DANGIANG

BADAN PERMUSYAWA;:.&T
n
KEPALA DESA DANGIANG

MEMUTUSKAN:
A TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Dangiang

2. Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan urusarn
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Dangiang

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat-

Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-huasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesafuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

5. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, _dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14, Eembar;{gu;gn Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

an ehidupan untuk  sebesar-besarn jahteraan
masyarakat Desa. ya byl

15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan i

. yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

i




F

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kescjahteraan masyarakat dr:'ngan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, seria memanfaatkan m._:mber dava
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan. dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa. )

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain ai:!alah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Ba:!an
Permusyawaratan Desa untuk menyepakat hal yang bersifat
strategis.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya
disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan
vang dilaksanakan secara partisipatii oleh para pemangku
kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk
mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah).

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah
forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk
mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta
menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam)} tahun yang memuat visi dan
misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan
Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP
Desa merupakan penjabaran dari RRIM Desa unwk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggarsan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kermnasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia,
sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan
terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan
fulglber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan
okal.

23.Apggaran Pepndapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana Lkeuangan tahunan
Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, vang
ditetapkan dengan Peraturan Desa. ‘
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24.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
dapatan dan belanja negara yang )
ijgg cﬁtrmsfbr melalui anggaran pendapatan cil:au?{ bel sl
kabupaten/kota dan digunakan his) : myaian
penyclenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemmkaangut nan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masya ;

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana

erimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
lgendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. _

26, Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa
yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya a]ameﬂ;
sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, st e
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di
desa. )

27.Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang
diinginkan, _

28, Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan
sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2
(1) REP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Maksud dan tujuan
1.3. Landasan hukum

BABII : GAMBARAN UMUM DESA (PROFIL)
2.1. Visi - Misi Kepala Desa
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
2.3. Gambaran Umum SDM
2.4. Gambaran Umum SDA

2.5, Gambaran Umum Insfrastruktur /
SDP

BAB Il : EVALUASI RXPDesa, TAHUN SEBELUM

NYA

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemb
pada_RI{P Desa Tahun sebelumnya

3.2. gient:ﬁkasi masalah berdasarkan RPJM

esa.

3.3. Idmi_:iﬁkasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencansf alam, Lkrisis politik, krisis
ekonomi dan atay kerusahan sosial
yang berkepanjangan

34, gimttﬁkam Masalah berdasarkan

oritas. Kebijakan P angunan
Daerah. v B




BAB IV :

BAB V
LAMPIRAN

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

' KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
4.1, Prioritas

Program dan  Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun

Anggaran 2026

4.2, Berdasarkan Kewenangan Hak asal

usul:

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala

4.4, Prioritas  Program

Desa
dan  Kegiatan

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2026

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

: PENUTUP

Berita Acara Musdes Perencanaan
Pembangunan Tahunan, Notulen dan
Daftar Hadir,

Dokumen Laporan Kepala Desa atas
realisasi RKP Desa tahun berjalan.
Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
Dokumen Aspirasi Masyarakat.

Berita Acara Musyawarah Pembentukan
Tim Penyusun RKP Desa.

Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusun RKP Desa.

Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan
Pembangunan yang Masuk ke Desa,
Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa.

Gambar Desain Kegiatan.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
Rancangan RKP Desa Tahun 2026.

Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

Tahun 2026.
Berita Acara Hasil Penyusunan

Rancangan RKP Desa.

Berita Acara Musrenbang Desa RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan
Kegiatan Perbidang Kegiatan.

Berita Acara Musdes Pembahasan dan
Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan
Daftar Hadir.

Peta Desa.

Dokumentasi Foto Kegiatan.




(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasar dan pedoman bagi
Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatar. Desa dan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 3,

dilaksanaken secara transparan, partisipatif dan. akuntabel oleh
pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawablcan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum
Musyawarah Desa.
| Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal : _
a. terjadi peristiwa khusus; seperti bencana alam, krisis politik;
krisis ° ekonomi,” dan/atau kerusuhan  sosial yang
berkepanjangan. atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemetintah,
Peme rintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah

e Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dibahas
dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

. BABII .

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran
 pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
(2) - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
%i&ng&maf teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala
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Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangarn

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Dangiang
al_- 16 Oktober 2025

Diundangkan di : Desa Dangiang
Pada tanggal - 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA DANGIANG

AKHMAD AFANDI

LEMBARAN DESA DANGIANG TAHUN 2025 NOMOR 6




